T ———————

- —— e e,

; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1979
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

Menimbang : a.

b.

Mengingat @ 1.

3.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BANYUMAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS

bahwa dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintshan dan
Pombangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya -
yang menyangkut bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Daerah Ting-
kat II Banyumas , maka perlu meninjau dan menetapkan kembali
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekcrjazn Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ; .

bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1374 -
Jo. Keputusan Menteri Drlam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka =
perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peker -
jaan Unum Kubu,'pat.en paerah Tingkat IT tersebut dalam Peraturan~
Daerah,

Undang-Undang Nomor 13 Tahur 1350 tentang Pembentukan Dnerah -
paerah Kabupaten dalam Linglungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Momor 5 Tahun 1374 tentang Pokok-Pukok Peme -

rintahan di Daarah ;
Keputusan Menteri Dalam Negerri Nomor 363 Tahun 1377 tentang
Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas

Dﬂ.erﬂh-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat I1 Banyumas,

iy,
%

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

palam Peraturan Daerah ini yang dimiaksud dengan :

a, Kep

ala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

; BAB X
KETENTUAN UMUM
Pasal, 1

[ 1] ‘.’\J b. pemerintah Deerah adalah Pamarintﬂh 'Kabupaten Daerah T:ingkat. II Bﬂnyumaa H
Z_F/ @ Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umunm Kabupaten Daerah Tingkat

11 Banyumas ;
d. Unit Pelaksana Dinas adalah unsur péonunjang dari tugas Dinas yang melaksa-

nakan fungsi tehnis tersendiri dan i.erkedudnkan diwilayah eks, Kawedanan /

Kecamatan,
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a, memimpin Dinas Pekerjaan Umtm Kabupaten scsuai dengan tugas pckok yang
telah digariskan ; | '

b, membina Dinas Pckerjaan Umun Kabupaten schingga berdaya guna dan berha-
sil guna ;

c. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tugas dalam bidang Pekerjaan _Umum
sesudi dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Dae-
rah, ;

d, membina dan mclaksanakan kcrja sama dengan Instansi-Instansi, Organisa-
si dan kelembagaan lainnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul
dalam bidang pekerjaan Umum, ’

(3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan masing-masing Scksi ter-
diri sebanyak-banyaknya 3 Sub Seksi,

(4) Sub Bagian Tata Usaha dan Segksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Ke -
pala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peker-
jaan Umum,

(5) Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pada Dinas Pekerjaan Umum diben-
tuk Unit Pelaksana Dinas dengan wilayah kerja satu wilayah Kecamatan atau
lebih.

(6) Unit pelaksana Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

Bagian Kedua .
Sub Mgian Tata Usaha — [Gpvala. Drimay .
posel F —— lapats PPOIS LA
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, uru-
san dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana
serta Rancangan Peraturan-peraturan dalam bidang Pekerjaan Umum,

- Prg';al Lb%

Untuk menyelenggarakan tugas Lersebut guda pasal 6 Peraturan Daerah ini,
~Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a, melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan ru =

mah tangga Dinas Pekerjaan Umum ;

b. menyiapkah peny'usl:man rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Peker =
jaan Umun serta menyusun laporan ; '

¢ melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

d. melaksahakan pengelolaan keuangan ;

€. menyusun statistik dan dokumentasi tentang basil pelaksanaan tugas' ;

f. menyiapkan naskah rancangan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan,
instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang pekerjaan
Umum, .

Pasal !5) P oug
(1) Sub Bagian Ta'ba Usaha terdiri dari :
4. Urusan Umum ; ot
be Urusan Kepegawaian ;
¢e Urusan Keuangan ;

d/_,Urusan Hukum dan Tatalaksana, ' g

(2) Mas ing—muuing. seee
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Pasal 18 — o Qq, Seluy ﬂwz&-ﬁm“uM[
Sub Scgksi Sur\ruy, Pongukuran dan Design, mempunyai tugas
" a, Membantu Kepala Scksi ;

b. Mengadakan survey lapangan, pengukuran dan design, masing-masing projrek

¢+ Memberikan informasi dan data jalannya pceloksanaan proyek kepada Kupala
Sub Seksi lain,

Pasal 9 _ " St Suos ... T -
Sub Seksi Rencana Anggaran Belanjo/Adninistrasi Tehnilk, mempunyai tugas :
a, Membantu Kepala Seksi

’
b. Mengadakan survey tentang harga bangunan/material dan upah tenaga kerja

yong disesuailan dengan tempat proyck untuk dijadikan pedoman harga kesa—
tuan;

c. ‘Menghitung rencana biaya dan design-design yang telsh selesai dan disahkan

oleh Kepala Seksi Perencana ; .

d., Menyusun kelengkapan bestek-bestek dan pengetikan rencana snggaran Belanja;

e. Mengadakan inventarisasi pembangunan yang telah direncanakan dan dilakse -
nakan oleh U'emerintah Daerah, dan mengadakan inventarisasi milik Demerintah
Daerah,berupa : -

tanah-tanah, bungunan-bangunan gedung, jalan-jalan danjem-
batan-jembatan,

Pasal 4@ — ° " ke oy PEAWa.—- -
Sub Scksi Pekerjaan Desa (desa werken), mempunyai tugas : Akt .
a, Membanbtu Kepala Scksi . I

2
b. Mengadokan penelitian dan pemeriksaan serta mengesyahkan rencana Pembangu —
nan Desa yang telah menjadi keputusan desa, baik merupakan proyek dengan s

bartuan vwang subsidi remerintah pPusat mauvpun uvang Kas Desa/Swadaya ; - i

c. Mengadakan pemeriksaan lapangan, rencana dan pelaksanaan pembangunan desa,
dengan dibantu olch Unit Pelaksana : ) . |

L -
d. Membantu Kepala pesa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam bidang bim- .1
bingan tehnis, '

Bagian kc-eﬁy‘nﬁ.&/ e ' F‘"‘l()f; &J\:j VWAL

Seksi Tata Kota b~ &d"‘(j M = -

rasal 4 ___ -~ M S—Cluh ba_,u-? paran b -

Scksi Tata Kota, mempunyai tugas ; Seclws . L !
a., Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ; . ‘ <

.be Memimpin Sub Scksi yang ada pada -lingkungasnya ; |
Ce Mengadﬂkan kordinasi dengan Sub Bagian/S¢ksi-scksi lainnya dalam lingku <

ngan Dinasnya,
pasal 28 @ —* ¢ 5 b’(‘ﬁ’t

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasgal 19 Peraturan Daerah ini Sek- )
si Tata Kota mempunyai fungsi : : ‘ F
a, Morupaln unsur pembantu yang bertanggung jawab kepadn Kepala Dines ;
b, Membantu Kepala Dinas dldalam Merencanakan, mbngkordm:_r dan melaksanakan
pengawasan pembangunan £isik dalam bidang yang berhubungan dengan Sgksi
yang bersangkutan ; '

T -

ce Mengkordinir hasil pekerjaan dalam Bub sckgi-Sub sclsinya,

&

Pasal 2l esncsscesasee
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Pasal 2 28 s Ll

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut. nadn ‘pasal 25 Peraturan Daerah ini Sek—-

si Bangunan Geuung, mempunyai fungs:. :

a4 Merupakan unsur pembantu:yang bertanggung jawab kepada Kepala Linas ;'

b, Membantu Kepala Dinas- didalam merencanakan, mengkordinir dan:melaksanalan
pengawasan pembangunan fisik Jalam bidang yang berhubungan dengan Seksi -
yang bersangkutan ;

cs Mengkordinir has:_l pckerjaan dulam Sub seksi-sub scksinya,

rasal 29
(1) Seksi Bangunan Gedung terdiri dari :CI)__,. Selon dw'- M

a. Sub Seksi Gedung-gedung; "M

b. Sub Seksi Rooi dan HO, (?.2;;’—0 ""“""7
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) pasal ini masing -

masing dipimpin oleh seorang Kepala yang bera.du dibawah dan bcrtanggung -
pawab kepada Kepala Seksi Bangunan Gedung,

Pasal }5\% — . ,R_‘MW ie =
Sub Seksi Bangunan Gedung, mempunyai tugas
a, Membantu Kepala Seksi; B
b, Menginventarisir keadaan bangunan gedung-gedung milik Pemerintah Daé_rah,
setiap triwulan sckali;

c. Memelihara Gedung-gedung milik Pemerintah Daerah,

pasal 39 —— Rtbk&m Eﬁ»}n.&m

Sub Seksi Rooi dan HO mempunyai tugas :
a, Membantu Kepala Seksi ; - . .
b. Mengadakan pemeriksaan rencana bangunan goduhg/perumahan yang telah-diaju-

kan permohonan ijinnya;
c. Membuat risalah hasil pemeriksaan untuk bahan membcr:kan pertimbangan ke—

pada Kepala Daerah, dalam penertiban surat ijin membangun;
d. Memberikan advis tehnis kepada pemohen ijin bangunan/perumahan dan menen-

tukan Garis Sempadan/Rooi.  Pr @ Qeley AImi i Trep ™ -
mgian Ko jah —— % L4 TaT m/w

Seksi Jalan / Jembat.an

Pasal ﬁ —n &J‘A‘ATA& m M

Seksi J&lﬂn/.]'emba’bm, mempunyai tugas :

-
- -

a, Membantu Kepala Uinas dalam bicang tugasnya;
b, Memimpin Sub Seksi yang ada pada lingkungannya; .
c. Mengadakan kordinasi dengan Sub bagian/Seksi-scksi lainnya dalam linglu -

Pasal 31y ——a " ok %Mﬁfﬁ
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini Sek- W
si Jalan/Jembatan, mempunyai fungsi :

a, Merupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
b, Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkordinir dan melaks:anakan

ngan Dinasnya,

pengawasan pembangunan fisik dalam bicang yang berhubungan dengan Scksi -
yang bersangkutan ;

Ce ]"bnﬂkﬂrdini’ T LLEL
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Tasal

(1) seksi rerlengkapan terdiri dari : C') . Q,(u,. Vebar ke s /@;‘ud;./u. K, - A
!

a, Sub Seksi rerbengkelan kendaraan bermotor;

b, Sub Seksi Kendaraan tidak.bermotor; '

cs Sub Seksi Pergudangan. M . JL.L thUn BN S YA
(2) Swb Seksi-sub scksi sebagaimana dimaksud p!?dﬂ m (1) pasal ini, masing-

masing Jdipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung -
jawab kepada Kepala Seksi Perlengkapan,

Maber e~ L’ihm L?iiullui% / : l:*”u--a\yjs - aa = M.

Sub Seksi Perbengkelan-kend araan-berme*&ome

b B
. a. Membantu Kepala Scksi; A) ; M)-'*-\O/m.-/‘)ull

b, Memelihara dan memperbaiki kendaradn bermotor dan alat alat berat;

ce Mengurus Administrasi kendaraan hermotor berupa STNK, Jasa Raharja dan mem<
neabantu Administrasi Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah dalam hal surat—
surat perjalanan lce_endaraan bermotor 3

d. Mencatat/mengatur penggunaan alat-alat (onderdil) kendaraan bermotor.

et > X S Ry fonahocrnan omom
Sub Seksi Kendaraan tidak bermotor, mempunyai tugas : a) Aot ke
a, Membantu Kepala Segksi;
be Mengurus STNK, surat kir dan melaksanakan penoega.hmz—Penc egahan bersame
yang diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Banyumas ;
c. Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor adalah :
-becakes

- -

- do k ar.
- gerobag sapi/kerbau/kuda/dorong.

‘ Plasal

b, 1 ﬂ»m‘%b,h.m -
Sub Seksi Per aR;—mempunyai- "cug 4 0""‘(“77;)\7.,,
a., Membantu Kepala Seksi ;
b, Menyelenggarakan Administrasi Pergddangan (-&M" ;’U' . )
¢. Mengatur dan menyimpan barang-bareng delam gudang;
d. Mengacukan perlengkapan alat-zlat yang ada hubungannya dengon bagian teh-
e. Membrat laporan sebulan sekali can sewaktu waktu bila diperlukan oleh Ke-

sy Pa-j [0 M e._;_
TATA KERJA
 pasal 4B M\} Per i L T
Kepala Dinas' pekerjaan Umum (lalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijak-
sanagn yang Jitetapkan oleh 3upati Kepala Daeralh,

. % THA \CE"L)h -

palam melaksarjakan tugasnyta Kepala Dinas Pekerjoan Umum, Kepala Sub Bagian -
dan Kepala Sckisi wajib merierapkan prinsip kordinasi, intregasi dan sinkroni-~

pala Linasnya; ’

asi sceama vertikal den ‘horizontal balk dalem lingkungan masing-masing

™ "]

.~
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susunan Organisasi dan Tata Korja Dinas Pekerjaan Umum dan ketentuan lainnya
yang bertentangan dengan peraturan pacrah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Feraturan paerah ini mulai berlaku sejak tanggal (iundangkans

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangon reraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Zaerah Kabupaten Dacrah Ting-
kat II Banyunas,

Purvokerto, 6 Nopember 1979.

BU“u..r:[ KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMIB,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUDATEN LAERAH TINGKAT II BMWUMS

L
“, :
¥ -
Ny )
AISNHKAN
= . DerpandSurat. Kvpotusan Gubernur
epala Dackah Tivgkat |
Jawa engah, )
by 19 No. /00! 0. 2/s b‘ZZ/Z"A(
.tﬁ,\&l ivah / Dieruh
< ‘
[
EN‘J'//

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepa:l.a. Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
Surat Keputusan Tanggal 8 Juli 1986 Nomor 188.3/159/1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah/Dgerah,

ttd.
Drs. SOENARTEDJO. -
NIP. 010 021 090,-

Diundangkan pada tanggal 15 Juli 1986 dan dimpat dalam Lemlaran Daerah Kabupaten Daersh
Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 7 Tahup 2886,
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UM\)‘A

ﬁ KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS

{

—
’ \ Kepala Dinag

—

lempiran Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyun&s

Nomor : 11 Tahun 1379.

Tanggal: 6 Nopember 1379.
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